
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Kualitas. 

Kata “Kualitas” mengandung banyak pengertian, menurut Kamus Bahasa 

Indonesia, kualitas berarti: (1) tingkat baik buruknya sesuatu; (2) derajat atau taraf 

(Kepandaian, kecakapan, dsb); atau mutu. 

Pengertian Kualitas menurut Tjiptono (1997) dalam buku Hardiansyah 

(2018:54) adalah : (1) Kesesuaian persyaratan; (2) Kecocokan untuk pemakaian; 

(3) Perbaikan berkelanjutan; (4) bebas dari kerusakan/cacat;  (5) pemenuhan 

kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat; (6) Melakukan segala sesuatu 

secara benar; (7) Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.  

Konsep Kualitas dapat dipahami melalui perilaku yang dimainkan oleh konsumen 

dalam mencari, membeli, yang harapkan dapat memuaskan kebutuhkan mereka. 

Menurut Ibrahim(2008), Kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan 

dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian 

pelayanan tersebut. Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik 

yang diberikan oleh aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukkan 

apakah suatu pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk, 

berkualitas atau tidak. Berkenaan dengan hal tersebut, Zeithaml et. al.(1990) 

mengatakan bahwa : SERQUAL is an empirically derived metode that may be 

used by a service organization to impove service quality. The metode involves the 



 

 

development of an understanding of the perceived service need of target 

customers. These measured perceptions of service qualityfor organization in 

question, are then compared against an organization that is “Excellent”. The 

resulting gap analysis may may then be used as a driver for service quality 

improvement. SERQUAL merupakan suatu metode yang diturunkan secara 

empiris yang dapat digunakan oleh organisasi pelayanan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan. Metode ini meliputi pengembangan pemahaman mengenai 

kebutuhan layanan yang dirasakan oleh pelanggan. Ini diukur dari persepsi 

kualitas layanan bagi organisasi yang bersangkutan, kemudian dibandingkan 

terhadap sebuah organisasi yang “sangat baik”. Analisis kesenjangan yang 

dihasilkann kemudian dapat digunakan sebagai panduan untuk peningkatan 

pelayanan. Selanjutnya, Zeithaml et.al (1990) dalam buku Hardiansyah (2018:57) 

menyatakan bahwa kualitas pelayanan ditentukan oleh dua hal, yaitu: Expected 

service dan preceived serviced yang ditentukan oleh dimention of service quality 

yang terdiri dari sepulh dimensi, yaitu Tangible (terlihat/terjamah), terdiri dari 

fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi; Realible (kehandalan), terdiri 

dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan 

dengan tepat; Responsiveness (tanggap), kemauan untuk membantu konsumen 

bertanggung jawab tehadap kualitas pelayanan yang diberikan; Competence 

(Kompeten), tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan keterampilan yang baik 

oleh aparatur dalam memberikan pelayanan; Coustesy (ramah), sikap ramah atau 

perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan konsumen serta mau 

melakukan kontak atau hubungan pribadi; Credibility (dapat dipercaya), sikap 



 

 

jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat; Security 

(merasa aman), jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari segala bahaya dan 

resiko; Acces (Akses), terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak 

pendekatan; Communication (Komunikasi), kemauan memberi pelayanan untuk 

mendengar suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk 

selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat; dan memahami 

pelanggan, melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan. Dari 

sepuluh dimensi kualitas pelayanan tersebut, kemudian Zeithaml et.al 

menyederhanakan menjadi lima dimensi yaitu dimensi SARQUAL : (1) 

Tangibels; (2) Reliability; (3) Responsiveness; (4) Assurance; (5) Empathy. 

Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri Public Accountability, 

dimana setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas 

pelayanan yang mereka terima. Adalah sangat sulit untuk menilai kualitas suatu 

pelayanan tanpa mempertimbangkan peran masyarakat sebagai penerima 

pelayanan dan aparat pelaksana pelayanan itu. Evaluasi yang berasal dari 

pengguna pelayanan, merupakan elemen pertama dalam analisis adalh kemudahan 

suatu pelayanan dikenali baik sebelum dalam proses atau setelah pelayanan itu 

diberikan. Adapun dasar untuk menilai suatu kualitas pelayanan selalu berubah 

dan berbeda. Apa yang dianggap sebagai suatu pelayanan yang berkualitas saat ini 

mustahil dianggap sebagai sesuatu yang tidak berkualitas pada saat yang lain. 

Oleh karenanya, kesepakatan terhadap kualitas sangat sulit untuk dicapai. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kulitas pelayanan dapat diberi 

pengertian sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk (barang dan/atau jasa) 



 

 

yang menunjang kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. Kualitas sering kali 

diartikan sebagai segala sesuatu yang memuaskan pelanggan atau sesuai dengan 

persyaratan atau kebutuhan. 

2.2 Pengertian Pelayanan Publik. 

Teori ilmu administrasi negara mengajarkan bahwa pemerintahan negara 

pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi 

pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan 

hakikat negara modern sebagai suatu negara hukun (legal state), sedangkan fungsi 

pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan 

(welfare state), baik fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan menyangkut 

semua segi kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, 

dan pelaksanaanya dipercayakan kepada aparatur pemerintah tertentu yang secara 

fungsional bertanggungjawab atas bidang-bidang tertentu kedua fungsi tersebut 

(Siagian,2001). 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara Nomor 63 

Tahun 2003, definisi dari pelayanan umum  adalah : segala bentuk pelayanan 

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dab dilingkungan 

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang 

dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan menurut Bab I pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 25/2009, yang 

dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rankaian kegiatan dalam 



 

 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Pelayanan publik adalah pelayanan umum dan definisi pelayanan umum 

“Pelayanan umum adalah proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara 

tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta 

kepuasan dan keberhasilan” (LAN,2004). Setiap pelayanan menghasilkan produk, 

baik berupa barang dan jasa.” 

2.3 Jenis Pelayanan Publik. 

Konsepsi pelayanan publik, berhubungan dengan bagaimana 

meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dan/atau pemerintahan 

daerah menjalankan fungsi pelayanan, dalam konteks pendekatan ekonomi, 

menyediakan kebutuhan pokok (dasar) bagi seluruh masyarakat Kebutuhan pokok 

masyarakat akan terus berkembang seiring dengan tingkat perkembangan sosio-

ekonomi masyarakat. Artinya, pada tingkat perkembangan tertentu, sesuatu jenis 

barang dan jasa yang sebelumnya dianggap sebagai barang mewah dan terbatas 

kepemilikannya atau tidak menjadi kebutuhan pokok, dapat berubah menjadi 

barang pokok yang diperlukan bagi sebagian besar masyarakat. Dengan demikian, 

perubahan dan perkembangan konsep kebutuhan pokok masyarakat, terkait erat 

dengan tingkat perkembangan sosial-ekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh 

pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, serta perubahan politik (Depdagri-LAN, 

2007). 



 

 

Munculnya pelayanan umum dikarenakan adanya kepentingan masyrakat yang 

bermacam-macam menurut Hardiansyah (2018:30) Pelayanan umum yang harus 

diberikan pemerintah terbagi dalam tiga kelompok, yaitu: 

a. Pelayanan administratif 

Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk 

dokumen yang dibutuhkan oleh publik, misalnya : Pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP). Sertifikat Tanah, Akta Kelahiran, Akta Kematian Buku Pemilik 

Kendaraan bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, dan sebagainya. 

b. Pelayanan Barang 

Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis 

barang yang menjadi kebutuhan publik, misalnya : Jaringan telepon, Penyediaan 

tenaga listrik, Penyediaan air bersih. 

c. Pelayanan Jasa 

Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang 

dibutuhkan publik, misalnya: Pendidikan tinggi dan menengah, Pemeliharaan 

kesehatan, Penyelenggaraan transportasi, Jasa pos, Sanitasi lingkungan, 

Persampahan, Drainase, Jalan dan trotoar, Penanggulangan bencana: banjir, 

gempa, gunung meletus, dan kebakaran, Pelayanan sosial (asuransi atau jaminan 

sosial/social security). 

 



 

 

Sedangkan jenis-jenis pelayanan publik menurut LAN (2004) adalah : 

1. Pelayanan pemerintahan adalah jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan 

tugas-tugas umum pemerintahan, seperti pelayanan KTP, SIM, pajak, perizinan, 

dan keimigrasian 

2. Pelayanan pembangunan adalah suatu jenis pelayanan masyarakat yang terkait 

dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitasi kepada 

masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagai warga negara, Pelayanan ini 

meliputi penyediaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuhan, dan 

lainnya. 

3. Pelayanan utilitas adalah jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi 

masyarakat seperti penyediaan listrik air, telepon, dan transportasi lokal. 

4. Pelayanan sandang, pangan dan papan adalah jenis pelayanan yang 

menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan, 

seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil dan perumahan murah. 

5. Pelayanan kemasyarakatan adalah jenis pelayanan yang dilihat dari sifat dan 

kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, 

seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim 

piatu, dan lainnya. 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut bahwa jenis pelyanan yang di berikan 

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Cirebon termasuk dalam kategori 

Pelayanan Barang dan Pelayanan Jasa. 



 

 

2.4 Azas, Prinsip dan Standar Pelayanan Publik. 

Bahwa pelayanan publik dilakukan tiada lain untuk memberikan kepuasan 

bagi pengguna jasa, karena itu penyelenggaraannya secara niscaya membutuhkan 

asas-asas pelayayanan. Dengan kata lain, dalam memberikan pelayanan publik, 

instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik. 

Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor 63/2003 sebagai 

berikut: 

a. Transparansi. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 

b. Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

c. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 

pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 

d. Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat. 



 

 

e. Kesamaan Hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, 

agama, golongan, gender dan status ekonomi. 

f. Keseimbangan Hak dan kewajiban Pemberi dan penerima pelayanan publik 

harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

Sedangkan menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 25/2009, penyelenggaraan 

pelayanan publik berasaskan: 

a. kepentingan umum; 

b. kepastian hukum; 

c. kesamaan hak; 

d. keseimbangan hak dan kewajiban; 

e keprofesionalan; 

f. partisipatif; 

g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; 

h. keterbukaan: 

akuntabilitas; 

j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 

k. ketepatan waktu; dan 

l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 



 

 

Prinsip pelayanan umum diatur dalam Keputusan Menteri Negara 

Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip tersebut 

adalah sebagai berikut; 

(1) Kesederhanaan; Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami, dan mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan; 

(2) Kejelasan; 1) Persyaratan teknis dan adminsitratif pelayanan publik; 2) Unit 

kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan 

pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan 

pelayanan publik; 3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran 

  



 

 

(3) Kepastian waktu; Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam 

kurun waktu yang telah ditentukan 

(4) Akurasi, Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 

(5) Keamanan; Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum. 

(6) Tanggungjawab; Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang 

ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

(7) Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung 

lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana 

teknologi, telekomunikasi dan informatika (teletematika). 

(8) Kemudahan Akses; Tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang 

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi 

telekomunikasi dan informasi. 

(9) Kedisiplinan, kesopanan dan Keramahan: Pemberi pelayanan harus bersikap 

disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 

(10) Kenyamanan; Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang 

tunggu yang nyaman, bersih, rapih, lingkungan yang indah dan sehat, serta 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat 

ibadah dan lainnya. 



 

 

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, 

sebagai jaminana adanya kepastian bagi pemberi didalam proses pengajuan 

permohonannya. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan dan menjadi pedoman bagi penerima 

pelayanan dalam proses pengajuan pelayanan, serta sebagai alat kontrol 

masyarakat dan atau penerima layanan atas kinerja pelenggara pelayanan. Oleh 

karena itu perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan sesuai dengan sifat, 

jenis dan karakteristik layanan yang diselenggarakan, serta memperhatikan 

kebutuhan dan kondisi lingkungan. Dalam proses perumusan dan penyusunannya 

melibatkan masyarakat dan/atau stakeholder lainnya (termasuk aparat birokrasi) 

untuk mendapatkan saran dan masukan, membangun kepedulian dan komitmen 

meningkatkan kualitas pelayanan. 

Standar Pelayanan Publik menurut Keputusan Menteri PAN nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2003, sekurang-kurangnya meliputi: 

1) Prosedur pelayanan; 

2) Waktu Penyelesaian; 

3) Biaya Pelayanan, 

4) Produk Pelayanan; 

5) Sarana dan Prasarana; 

6) Kompetensi petugas pelayanan; 



 

 

Berdasarkan uraian diatas untuk melengkapi standar pelayanan tersebut diatas, 

ditambahkan materi muatan yang dikutip dari rancangan Undang-Undang tentang 

Pelayanan Publik, karena dianggap cukup realistis untuk menjadi materi muatan 

Standar Pelayanan Publik, sehingga susunannya menjadi sebagai berikut: 

a. Dasar Hukum 

b. Persyaratan; 

c. Prosedur pelayanan; 

d. Waktu Penyelesaian; 

e. Biaya Pelayanan; 

f. Produk Pelayanan; 

g. Sarana dan Prasarana; 

h. Kompetensi petugas pelayanan; 

i. Pengawasan intern: 

j. Pengawasan extern; 

k. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan; 

l. Jaminan pelayanan. 



 

 

2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelayanan. 

 Pelayanan yang baik pada akhirnya akan mampu memberikan kepuasan 

kepada masyarakat. Pelayanan yang optimal pada akhirnya juga akan mampu 

meningkatkan citra atau nama baik organisasi. Menurut Kasmir (2006:3), faktor 

yang mempengaruhi pelayanan adalah : 

Faktor utama yang mempengaruhi pelayanan adalah sumber daya manusia. 

Artinya peranan manusia (Pegawai) yang melayani masyarakat merupakan faktor 

utama karena hanya dengan manusialah pelanggan dapat berkomunikasi secara 

langsung dan terbuka.. 

Menurut Viccent Gaspersz (2011:41), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

persepsi dan ekspektasi pelanggan terhadap pelayanan yaitu : 

1. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan 

pelanggan ketika ia sedang mencoba melakukan transaksi dengan 

perusahaan. 

2. Pengalaman masa lalu ketika menggunakan jasa dari perusahaan. 

3. Pengalaman dari teman-teman, dimana mereka akan menceritakan tentang 

kualitas pelayanan yang akan diterimanya. 

4. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga emmpengaruhi persepsi 

dari pelanggan terhadap jasa yang akan diterimanya. 

Berdasarkan uraian dan pendapat dari para ahli dapat disimpulkan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan banyak faktor yang mempengaruhi antara lain, 

Sumber daya manusisa, kesadaran, aturan, organisasi, keterampilan dan 



 

 

kemapuan, sarana prasarana pelayanan dalam memberikan pelayanan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan. 

2.6 Kualitas dan Dimensi Pelayanan Publik. 

Membangun sebuah pelayanan yang berkualitas memang bukanlah hal 

mudah, karena akan ditemui beberapa tantangan dan kendala yang harus disikapi 

positif demi pengembangan pelayanan selanjutnya. Tantangan dan kendala ini 

wajar terjadi mengingat banyaknya komponen-komponen penunjang pengelolaan 

pelayanan publik. Dalam Buku Penyusunan Standar Pelayanan Publik Lembaga 

Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN, 2003) disebutkan bahwa 

tantangan dan kendala yang mendasar dalam pelayanan publik adalah : 

1. Kontak antara pelanggan dengan penyedia pelayanan. 

2. Variasi pelayanan. 

3. Para petugas pelayanan 

4. Stuktur organisasi. 

5. Informasi. 

6. Kepekaan permintaan dan penawaran. 

7. Prosedur 

8. Ketidakpercayaan publik terhadap kualitas pelayanan. 

 



 

 

Menurut Lovelock dan Wright (2007) ada 4 (empat) fungsi inti yang harus 

dipahami penyedia layanan jasa, yaitu: 

1) Memahami persepsi masyarakat yang senantiasa berubah tentang nilai dan 

kualitas jasa atau produk, 

2) Memahami kemampuan sumber daya dalam menyediakan pelayanan, 

3) Memahami arah pengembangan lembaga pelayanan agar nilai dan kualitas 

yang diinginkan masyarakat terwujud, dan 

4) Memahami fungsi lembaga pelayanan agar nilai dan kualitas jasa/produk 

tercapai dan kebutuhan setiap stakeholders terpenuhi. 

Untuk mengetahui kepuasan pelanggan, dapat dilakukan melalui survei 

pelanggan yang didasarkan pada dimensi-dimensi kualitas pelayanan yang 

berkaitan erat dengan kebutuhan pelanggan.  

Menurut Van Looy dalam Jasfar (2005), suatu model dimensi kualitas jasa 

yang ideal baru memenuhi beberapa syarat, apabila: 

1. Dimensi harus bersifat satuan yang komprehensif, artinya dapat menjelaskan 

karakteristik secara menyeluruh mengenai persepsi terhadap kualitas karena 

adanya perbedaan dari masing-masing dimensi yang diusulkan. 

2. Model juga harus bersifat universal, artinya masing-masing dimensi harus 

bersifat umum dan valid untuk berbagai spektrum bidang jasa. 

3. Masing-masing dimensi dalam model yang diajukan haruslah bersifat bebas. 

4. Sebaiknya jumlah dimensi dibatasi (limited). 

Dengan demikian, untuk dapat menilai sejauh mana mutu pelayanan 

publik yang diberikan aparatur pemerintah, memang tidak bisa dihindari, bahkan 



 

 

menjadi tolok ukur kualitas pelayanan tersebut dapat ditelaah dari kriteria 

dimensi-dimensi kualitas pelayanan publik. 

Menurut Zeithaml et al. (1990), Kualitas Pelayanan dapat diukur dari 5 

dimensi, yaitu: Tangibel (Berwujud), Reliability (Kehandalan), Responsioiness 

(Ketanggapan), Assurance Jaminan), dan Empathy (Empati). Masing-masing 

dimensi memiliki indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Untuk Dimensi Tangibel (Berwujud), terdiri atas indikator: 

a) Penampilan Petugas/aparatur dalam melayani pelanggan 

b) Kenyamanan tempat melakukan pelayanan 

c) Kemudahan dalam proses pelayanan 

d) Kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan 

e) Kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan 

f) Penggunaan alat bantu dalam pelayanan 

2. Untuk Dimensi Reliability (Kehandalan), terdiri atas indikator: 

a) Kecermatan petugas dalam melayani pelanggan 

b) Memiliki standar pelayanan yang jelas 

c) Kemampuan petugas/aparatur dalam menggunkanan alat bantu dalam 

proses pelayanan 

d) Keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses 

pelayanan. 

 



 

 

3. Untuk Dimensi Responsiviness (Respon/ketanggapan), terdiri atas 

indikator: 

a) Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan 

pelayanan 

b) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat 

c) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat 

d) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat. 

e) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat. 

f) Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas. 

4. Untuk Dimensi Assurance (Jaminan), terdiri atas indikator: 

a) Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan 

b) Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan 

c) Petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan 

d) Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan 

5. Untuk Dimensi Empathy (Empati), terdiri atas indikator: 

a) Mendahulukan kepentingan pemohon/pelanggan 

b) Petugas melayani dengan sikap ramah 

c) Petugas melayani dengan sikap sopan santun 

d) Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membeda-bedakan) 

e) Petugas melayani dan menghargai setiap pelanggan 

 


